
J A K A R T A  ( I M ) 
- Pemerintah selalu kon-
sisten berupaya menjaga 
akuntabilitas dan transpar-
ansi pengelolaan keuangan 
negara, tidak terkecuali di 
tengah pandemi Covid-19. 
Konsistensi yang ditun-
juk oleh pemerintah dalam 
mengelola keuangan negara 
tercermin dari kembali dirai-
hnya opini WTP atas LKPP 
tahun 2020. 

Hal ini disampaikan oleh 
Direktur Jenderal Perben-
daharaan Hadiyanto dalam 
acara Kemenkeu Corpu Talk 
yang diselenggarakan secara 
daring,  Rabu (8/9).

“BPK telah menyam-
paikan laporan hasil pemer-
iksaan kepada Presiden dan 
Bapak Presiden mengapr-
esiasi pencapaian opini WTP 
atas LKPP 2020 sekaligus 
juga beliau mengingatkan 
bahwa predikat WTP bu-
kanlah tujuan akhir dari 
penggunaan uang rakyat, 
namun pemerintah ingin 
mempergunakan dengan 
sebaik-baiknya, dikelola den-
gan transparan dan akunta-
bel, dan memastikan setiap 
Rupiah yang dibelanjakan 
betul-betul dirasakan man-
faatnya oleh masyarakat,” 
kata Hadiyanto, seperti di-
lansir dari laman Kemenkeu, 
Rabu (8/9).

Hadiyanto menyatakan 
bahwa opini WTP harus 
dipertahankan oleh pemer-
intah karena hal ini meru-
pakan refleksi dan meng-
gambarkan bagaimana kuali-
tas pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN. Opini 
WTP akan memberikan pen-
garuh positif  dalam menjaga 
kepercayaan publik atas pen-
gelolaan keuangan negara 

yang dapat mendukung iklim 
investasi SBN. 

Opini yang semakin baik 
mengindikasikan bahwa 
pengelolaan keuangan neg-
ara dijalankan dengan tata 
kelola yang baik sehingga 
risiko juga semakin rendah. 
Tingkat opini audit WTP 
akan mempengaruhi tingkat 
kepercayaan investor baik 
dari dalam negeri maupun 
asing dalam membeli obli-
gasi negara maupun untuk 
berinvestasi lainnya di In-
donesia.

“Opini WTP atas LKPP 
juga memberikan keyakinan 
warga masyarakat bahwa 
keuangan negara telah dike-
lola dengan transparan dan 
akuntabel. Untuk itu LKPP 
yang sudah diaudit oleh 
BPK ini perlu terus dipub-
likasikan kepada masyara-
kat luas agar diketahui dan 
dipahami dan bahkan kita 
harapkan masyarakat bisa 
memberikan masukan kon-
struktif  pada pemerintah 
terkait pengelolaan dan per-
tanggungjawaban keuangan 
negara,” jelas Hadiyanto.

Hadiyanto menuturkan, 
semakin meningkatnya kual-
itas pengelolaan keuangan 
negara tidak terlepas dari 
peran serta Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK) selaku 
auditor eksternal pemer-
intah yang telah memberi-
kan berbagai rekomendasi 
perbaikan berdasarkan ha-
sil pemeriksaan yang telah 
dilakukan. Pemerintah san-
gat mengapresiasi berbagai 
masukan dan rekomendasi 
BPK yang dilandasi seman-
gat untuk terus mewujud-
kan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN yang 
semakin baik, transparan 

dan akuntabel.
“Pemerintah tentu ti-

dak akan berpuas diri dan 
berhenti hanya pada pen-
capaian opini atas laporan 
keuangan, namun secara 
konsisten dan terus-
menerus berupaya agar 
informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan 
pemerintah semakin ber-
daya guna dalam pen-
gambilan kebijakan dan 
memiliki manfaat lebih 
luas terhadap perbaikan 
pengelolaan keuangan 
negara khususnya dalam 
perencanaan pengang-
garan yang lebih akurat,”  
kata Hadiyanto.

Ia kembali mengin-
gatkan bahwa tantangan 
atas pengelolaan keuangan 
negara tahun 2021 tidak 
lebih mudah dari tahun 
2020. Pemerintah harus 
melakukan berbagai per-
siapan antara lain dengan 
menjalin koordinasi dan 
sinergi yang baik antara 
pengelola keuangan pemer-
intah, memastikan seluruh 
regulasi sudah memadai, 
SDM yang mumpuni, dan 
didukung dengan teknologi 
informasi yang baik.

“Meskipun penuh 
tantangan, pemerintah 
berkomitmen untuk tetap 
mempertahankan opini 
WTP pada pelaksanaan 
APBN saat ini dan di 
masa datang. Oleh karena 
itu kami sangat menghar-
gai upaya dan kerja sama 
untuk terus berkomit-
men memperbaiki ber-
bagai laporan pertang-
gung jawaban atau laporan 
keuangan, LKKL maupun 
LKPP,” tegas Hadiyanto. 
● pan

Pemerintah Konsisten Jaga Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Negara
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RAKER KOMISI VII DPR DENGAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN

Menteri Perindustrian Agus 
Gumiwang Kartasasmita mengi-
kuti rapat kerja dengan Komisi 
VII DPR di Kompleks Parle-
men, Senayan, Jakarta, Rabu 
(8/9). Rapat kerja tersebut ter-
kait penetapan Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) Kementerian 
Perindustrian tahun anggaran 
2022.

IDN/ANTARA 

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian Perindustrian (Kemen-
perin)  terus memacu kinerja 
industri manufaktur agar bisa 
memberikan kontribusi sign-
fikan bagi upaya pemulihan 
ekonomi nasional. Pada tahun 
2024, sumbangsih industri 
pengolahan nonmigas ditar-
getkan mencapai 20 persen 
terhadap Produk Domestik 
Bruto (PDB) nasional, yang ta-
hun ini diproyeksi menyokong 
sebesar 18 persen.

“Guna mencapai sasaran 
tersebut, minimal pertumbu-
han industri di posisi 5 pers-
en pada tahun 2022. Oleh 
karena itu, kami bertekad 
untuk turut menciptakan 
iklim usaha yang kondusif  
bagi para pelaku industri di 
tanah air,” kata Menteri Per-
industrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita pada rapat kerja 
dengan Komisi VII DPR RI 
di Jakarta, Rabu (8/9).

Agus mengemukakan, 
pandemi Covid-19 membawa 
dampak yang cukup berat 

bagi aktivitas sektor industri 
di Indonesia. Pada kuartal 
I-2021, pertumbuhan industri 
manufaktur sempat minus 
1,38 persen secara tahunan. 
“Namun, lajunya semakin 
membaik, hingga mampu 
menembus 6,58 persen pada 
kuartal II-2021,” ungkapnya.

Terjadinya lonjakan kin-
erja sektor industri karena 
adanya beberapa stimulus 
dan kebijakan probisnis yang 
telah diluncurkan pemerin-
tah. Langkah ini guna mem-
bangkitkan kembali gairah 
usaha para pelaku industri 
setelah terdampak pandemi 
Covid-19.

Stimulus tersebut misal-
nya, pemberian fasilitas berupa 
relaksasi Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah Ditanggung 
Pemerintah (PPnBM DTP). 
Insentif  fiskal ini mampu 
meningkatkan produktivitas 
dan daya beli masyarakat. Pada 
kuartal II-2021, laju penjualan 
mobil menanjak tajam lebih 
dari 758 persen. ● vdp

Kemenperin Bidik Kontribusi 
Industri Tembus 20 Persen

JAKARTA (IM) - Manaje-
men PT Wijaya Karya  (Per-
sero) Tbk (WIKA) mengung-
kapkan rencana penawaran 
saham perdana atau initial 
public offering (IPO) untuk 
sejumlah anak usahanya, dimu-
lai dengan PT WIKA Industri 
dan Konstruksi pada 2022.

“Paling utama alasan IPO 
ini yakni kesiapan dari masing-
masing entitas anak perusahaan 
WIKA. Jadi, kalau di tahun 
depan ternyata WIKA Industri 
dan Konstruksi (WIKON), ini 
dikarenakan lebih siap, sehingga 
hanya menunggu kira-kira re-
spons pasar terhadap dampak 
pandemi ini kita harapkan sudah 
pulih pada 2022,” kata Direktur 
Human Capital dan Pengem-
bangan WIKA Mursyid dalam 
public expo daring di Jakarta, 
Rabu (8/9).

Dia mengatakan untuk 
IPO PT WIKA Realty pada 
2023 sebenarnya sudah menye-
suaikan dengan peta jalan ber-
sama, karena anak perusahaan 
ini mendapatkan penugasan 
sebagai holding hotel.

“Sedangkan, untuk 2024, 
mengenai PT WIKA Rekayasa 
Konstruksi (WIKA REKON), 
terkait dengan bagaimana kita 
menyiapkan size dari WIKA 
REKON ini menjadi cukup 
untuk melakukan IPO di mar-
ket,” katanya.

WIKON bergerak di bi-
dang industri dan pabrikasi 
baja. Didirikan pada 2000, 
dengan nama PT Wijaya Karya 
Intrade dan bergerak di bidang 
industri trading. Kemudian, 
pada 2013 melalui keputusan 
pemegang saham di luar rapat, 
Wijaya Karya Intrade berubah 
menjadi PT Wijaya Karya 
Industri & Konstruksi atau 
WIKON.

WIKA Realty yang didiri-
kan pada 2000, sebelumnya 
merupakan unit bisnis WIKA. 
Pada 2001, WIKA Realty 
melakukan diversifi kasi usaha 
yang semula fokus sebagai 
pengembang berkembang 
menjadi tiga bidang usaha yaitu 
pengembangan bisnis realty, 
manajemen properti, dan jasa 
konstruksi. ● pan

WIKA Bakal Boyong 3 Anak 
Usaha IPO Mulai 2022

JAKARTA (IM) - Inves-
tor Relations Department 
Head PT Jasa Marga (Persero) 
Tbk (JSMR), Milka Theo-
dora  menyebutkan,  pandemi 
Covid-19 turut berdampak 
terhadap bisnis JSMR. 

Walau demikian, perseroan 
berhasil mencetak pertumbu-
han laba tahun berjalan yang 
dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk sebesar 
Rp855,63 miliar atau naik 
709 persen dibanding perole-
han periode sama tahun lalu 
Rp105,73 miliar. 

“Perseroan masih dapat 
mempertahankan market share 
di posisi 51 persen dengan ber-
hasil menambah pengopera-
sian sepanjang 55,94 Km jalan 
tol sejak awal tahun hingga saat 
ini,” ujar Milka dalam public 
expose live, Rabu (8/9).

S e c a r a  ke s e l u r uhan , 
pendapatan usaha tahun 2020 
mengalami penurunan sebe-
sar 12,7 persen dibandingkan 
dengan tahun 2019. Milka 
mengakui hal ini disebabkan 
pandemi Covid-19. 

Pada semester I tahun 
2021, perseroan juga mencatat-
kan pertumbuhan pendapatan 
dan EBITDA margin yang 
disebabkan oleh beroperasinya 
jalan tol baru di tengah pan-

demi Covid-19.
EBITDA meningkat sebe-

sar 40,76 persen seiring dengan 
meningkatnya pendapatan Tol 
di Semester I Tahun 2021. Hal 
ini juga menyebabkan pening-
katan EBITDA Margin yang 
mencapai 64,10 persen. 

 “Pertumbuhan kinerja 
Semester I Tahun 2021 juga 
perbaikan yang tercermin dari 
Pendapatan Usaha yang naik 
sebesar 29,95 persen karena 
telah beroperasinya ruas-ruas 
jalan tol baru yang didukung 
oleh meningkatnya mobilisasi 
masyarakat sehingga berdam-
pak pada peningkatan volume 
lalu lintas,” ujar Milka. 

Di tengah pandemi dan 
kondisi pendapatan tol yang 
masih dalam tahap pemuli-
han serta telah beroperasinya 
mayoritas ruas-ruas jalan tol 
Jasa Marga Group di tahun 
2021 ini, Interest Bearing Debt 
to Equity Ratio Perseroan 
tetap terjaga dalam koridor 
yang dipersyaratkan oleh para 
kreditur.

Untuk target pengopera-
sian jalan tol baru hingga akhir 
tahun 2021, Jasa Marga men-
argetkan Jalan Tol Manado-
Bitung ruas Danowudu-Bitung 
(26,35 Km) beroperasi di kuar-
tal IV. ● hen

Laba Jasa Marga Masih 
Tumbuh Signifi kan

RAKER KOMISI X DENGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno (kiri) 
dan Wakil Menteri Angela Tanoesoedibjo (kanan) mengikuti rapat kerja 
dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 
(8/9). Rapat kerja tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2022.
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Presiden Jokowi Minta Porsi Kredit 
UMKM Naik Jadi 30% di 2024
“Arahan Bapak Presiden berharap 
bahwa sektor perbankan bisa mem-
berikan kredit kepada UMKM secara 
year on year sekarang rata-rata sekitar 
18%. Oleh karena itu Bapak Presiden 
meminta agar kredit untuk UMKM bisa 
ditingkatkan menjadi 30% di 2024,” kata 
Airlangga Hartarto.

JAKARTA (IM) -  Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
menggelar pertemuan tertutup 
dengan para bankir di Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Rabu 
(8/9).  Dalam pertemuan itu 
Presiden didampingi oleh 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Har-
tarto.

Airlangga mengatakan,  
mendapat arahan dari Jokowi 
yang menginginkan agar pe-
nyaluran kredit untuk sektor 
usaha mikro kecil dan menen-
gah (UMKM) naik menjadi 
30% dari total kredit pada 2024 
mendatang.

Dijelaskan Airlangga, saat 
ini rata-rata penyaluran kredit 

untuk sektor UMKM hanya 
sekitar 18% dari total kredit 
nasional. Untuk itu, Jokowi 
meminta agar pendanaan un-
tuk pelaku UMKM diting-
katkan.

“Arahan Bapak Presiden 
berharap bahwa sektor per-
bankan bisa memberikan 
kredit kepada UMKM secara 
year on year sekarang rata-
rata sekitar 18%. Oleh karena 
itu Bapak Presiden meminta 
agar kredit untuk UMKM bisa 
ditingkatkan menjadi 30% di 
2024,” kata Airlangga di Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Rabu 
(8/9).

 Airlangga menegaskan,  
target penyaluran kredit untuk 

bukan berarti setiap banknya 
harus 30% karena masing-ma-
sing punya spesialisasi sendiri-
sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Airlangga me-
nyebut ada usulan dari per-
bankan terkait pencadangan 
terhadap rasio kredit berma-
salah atau Non Performing 
Loan (NPL). “Selama ini be-
berapa bank rata-rata sudah 
secara nasional sekitar 150% 

namun pencadangan ini 
perlu diharmonisasi antara 
standar akunting-nya yaitu 
berbasis PSAK (Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuan-
gan) dan perpajakan karena 
perbedaan pencadangan ini 
berakibat terhadap pem-
bayaran pajak. Bapak Pres-
iden minta ini untuk diba-
has lebih lanjut,” ujarnya. 
● pan

sektor UMKM yang menjadi 
30% itu merupakan keseluru-
han secara nasional. “Bapak 
Presiden juga mengakui dan 
paham bahwa perbankan ini 
ada spesialisasinya masing-
masing sehingga saat sekarang 
seperti BRI mendekati 70% 
dan ada yang spesialisasinya 
corporate, namun Bapak Pres-
iden meminta agar keseluru-
han kreditnya itu adalah 30%, 

DISKUSI KRISIS INDUSTRI ASURANSI 
DALAM PERSPEKTIF UUD 1945

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo 
menghadiri diskusi di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Rabu (8/9). MPR menggelar 
diskusi dengan tema “Booming dan Krisis In-
dustri Asuransi dalam Perspektif UUD 1945 dan 
Pancasila”.
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